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PERS berbahasa Jawa pernah men-

duduki posisi paling depan yang diwakili

Panjebar Semangat, pada 1960-an. Waktu

itu, setiap minggu majalah Panjebar

Semangat  bisa mencetak sampai 80.000

eksemplar. Sementara surat kabar harian

berbahasa Indonesia hanya bertiras

20.000 eksemplar. Data ini tercantum da-

lam buku Antologi Biografi Pengarang

Sastra Jawa Modern terbitan Balai

Bahasa Yogyakarta, tahun 2004.

Tiras media cetak berbahasa Jawa yang

jumlahnya bagus itu, berpengaruh bagi

perkembangan sastra Jawa. Pengarang

sastra Jawa bergairah menulis, karena

pembacanya banyak.  Meskipun begitu,

catatan Ricklef 1994 (ibid) menyebutkan,

pasar tidak bisa memberikan jaminan hi-

dup yang layak bagi para pengarang sas-

tra Jawa. Itu disebabkan kondisi kehidup-

an sosial, budaya, politik dan ekonomi

Indonesia di tahun 1960-an dalam am-

bang kehancuran. 

Timbul dan Tenggelam

Media massa berbahasa Jawa yang

mewadahi sastra Jawa juga timbul

tenggelam. Catatan penulis di Yogyakarta

tahun 1970-an ada Majalah Mekar Sari,

dan koran  mingguan Kembang Brayan.

Tetapi kemudian Kembang Brayan

berhenti terbit  dan  muncul Majalah

Djaka Lodang, dan KMD Kandha

Raharja. Mekar Sari dan Kandha Raharja

sama-sama produk KR Grup. Mekar Sari

terbit pertama Maret 1957. Perjalanan ke-

mudian hari Mekar Sari dan Kandha

Raharja masuk  menjadi rubrik di SKH

Kedaulatan Rakyat.  

Di Solo ada koran mingguan Darma

Kandha, Darma Nyata, Parikesit dan

Panakawan. Darma Nyata kemudian pin-

dah jalur berbahasa Indonesia. Semua ko-

ran terbitan Solo itu sudah almarhum.  Di

Surabaya ada Majalah Panjebar

Semangat dan Jaya Baya yang sampai ki-

ni tetap terbit teratur. Di Jakarta pernah

terbit Kunthi dan Parikesit yang berupa

majalah. Keduanya kini sudah al-

marhum. Tahun 2004 Majalah Parikesit

terbit lagi dengan format lebih kecil, na-

mun tidak berumur lama.

Dinas Kebudayaan DIY kini mener-

bitkan majalah ‘Sempulur’. Dinas

Kebudayaan Sleman menerbitkan ma-

jalah ‘Memetri’, Dinas Kebudayaan

Bantul menerbitkan majalah ‘Mentaok’.

Balai Bahasa Yogyakarta menerbitkan

‘Pagagan’. Komunitas pengarang sastra

Jawa di DIY  juga menerbitkan majalah

bahasa Jawa. Pasbuja Kawi Merapi

Sleman menerbitkan Majalah Belik,

sedang komunitas Presaja Gunungkidul

menerbitkan majalah  Gumregah.

Kemudian Balai Bahasa Jawa Tengah

dan Jawa Timur juga mener-

bitkan majalah Bahasa Jawa.

Dua Bahasa

Tahun 2003 Majalah Mekar

Sari masuk menjadi salah satu

rubrik di SKH Kedaulatan

Rakyat. Demikian pula KMD

Kandha Raharja. Kalau Mekar

Sari tetap menggunakan Bahasa

Jawa, Kandha Raharja berubah

menjadi berbahasa Indonesia.

Sebetulnya ada nilai tambah

Mekar Sari  menjadi rubrik di KR.

Lebih banyak orang yang melihat

karena menjadi satu dengan KR.

Ketika membuka KR  pembaca

menemukan rubrik Mekar Sari

seminggu sekali. 

Diawali satu halaman, kini

rubrik Mekar Sari hanya sete-

ngah halaman, tetapi sastranya

tetap ada. Cerkak geguritan dan

macapat. Sebetulnya mengupas

bahasa dan budaya Jawa malah akan

lebih baik menggunakan Bahasa

Indonesia. Dengan begitu, orang yang ti-

dak tahu bahasa Jawa bisa mengikutinya.

Budaya Jawa bisa lebih luas dikenal, ti-

dak hanya di lingkungan orang Jawa saja.

Seperti buku hasil penelitian, menggu-

nakan bahasa Indonesia, meskipun yang

dibahas tentang bahasa dan sastra Jawa.

Buku Antologi Biografi Pengarang Sastra

Jawa Modern juga menggunakan bahasa

Indonesia.

Di KR ada beberapa rubrik yang bisa

mewadahi tulisan Budaya Jawa.  Penggu-

naan Bahasa Jawa hanya untuk tulisan

terapan sastra seperti cerkak, geguritan

dan macapat. Kupasan dan berita Budaya

Jawa menggunakan bahasa Indonesia.

Penggunaan dua bahasa oleh media mas-

sa  memungkinkan sastra Jawa dikenal

lebih luas di masyarakat.  ❑-d

*) Warisman, wartawan SKH

Kedaulatan Rakyat.

Pemilu Sebagai Agenda Warga

Warisman

Sejumlah lahan terdampak Tol-YIAtak

diketahui pemiliknya.

-- Inilah pentingnya inventarisasi

kepemilikan tanah.

***

Golkar izinkan Ridwan Kamil

Bacawapres Ganjar.

-- Semua peluang dijajaki.

***

Identitas kependudukan berbasis digi-

tal, aktivasi rendah.

-- Keamanan data pribadi juga pen-

ting.

Sastra Jawa di Media Massa

HARI-HARI ini publik disuguhi

panorama politik yang isinya manuver

para elite politik, otak-atik koalisi jelang

Pilpres 2024. Sayangnya, manuver elite

politik bukan hanya menarik perhatian

publik, melainkan juga berpotensi men-

jadi perspektif utama yang digunakan

masyarakat untuk memahami dan

mendiskusikan pemilu dan Pilpres 2024.

Karenanya, masyarakat perlu berhati-

hati agar tidak terjebak dalam lingkaran

percakapan publik yang hanya mengi-

dentifikasi pemilu dan pilpres lima tahu-

nan sekadar sebagai politicking dari elite

politik dan segala aspek kemenangan

dan kekalahan mereka.

Cara pandang seperti ini sebe-

narnya mengandung bias. Pertama,

dalam pembingkaian tersebut, tidak

secara eksplisit menghubungkan an-

tara persoalan hidup keseharian rak-

yat dengan pemilu dan pilpres. Kedua,

aspek-aspek yang berkaitan langsung

dengan kehidupan rakyat, terutama

yang dipengaruhi oleh kinerja kebi-

jakan. Sengaja atau tidak, mungkin

terlupakan dalam perbincangan pu-

blik tentang pemilu dan Pilpres 2024.

Makin Dominan

Dampaknya jika dibiarkan makin

dominan, dampaknya setidaknya ada

dua. Cara membaca yang bias ini

bakal memudahkan para elite politik

untuk menghindari tanggung jawab

terkait kesulitan-kesulitan yang dialami

banyak rakyat. Selain itu, cara mem-

bicarakan perhelatan politik yang bias

ini makin membenarkan para elite poli-

tik untuk bersaing dalam mendapatkan

jabatan tanpa harus menjelaskan

apakah mereka telah menggunakan ja-

batan yang mereka duduki dalam perio-

de politik sebelumnya untuk mendorong

kebijakan yang benar-benar meng-

untungkan rakyat. Dengan kata lain,

praktik umum berupa ‘politik demi ja-

batan’ (politics for office) daripada ‘politik

demi kebijakan’ (politics for policy)

berisiko terus berlanjut (Hacker &

Pierson, 2014).

Penulis mengajukan pendekatan pem-

bacaan alternatif yang menekankan

pemilu sebagai agendanya warga negara.

Lebih khusus, penulis berargumen bah-

wa pengalaman warga menanggung be-

ban administratif  dalam interaksinya

dengan kebijakan publik bisa menjadi

cara baca alternatif bagi warga dalam

memahami pemilu dan Pilpres 2024.

Dalam bukunya Administrative Burden:

Policymaking by Other Means (2018),

profesor politik Pamela Herd dan Donald

Moynihan dari Georgetown University

AS, menggambarkan tiga jenis beban :

belajar (learning), kepatuhan (compli-

ance,P>) dan psikologis (psychology) yang

ditanggung warga negara saat berinter-

aksi dengan negara dalam upayanya

memperoleh layanan sosial dan publik.

Konsep ini sangat membantu dalam

memahami pengalaman warga negara

dan tindakan pemerintah melalui kebi-

jakan publik. Sebagai contoh, dalam ap-

likasi BPJS Kesehatan. Kurangnya sin-

ergi antara BPJS, instansi sektoral di

tingkat daerah, dan pemerintah desa da-

lam memberikan literasi tentang pen-

tingnya asuransi kesehatan dan  cara

mengakses layanan kesehatan secara

berkala. 

‘Makelar’

Ketidakpahaman tentang sistem dan

mekanisme membuat warga sulit mema-

tuhi aturan saat menggunakan layanan.

Ironisnya, ketidakpatuhan ini sebe-

narnya disebabkan rendahnya literasi

administratif yang dapat dimanipulasi

elite pemerintahan desa. Konsekuensi

lanjutannya, stigma sebagai warga yang

tidak patuh menimbulkan tekanan

psikologis dan sosial, serta membuat

warga marjinal atau miskin kurang

percaya diri untuk berpartisipasi dalam

politik sehari-hari seperti musyawarah

di lingkungan dan desa. Sebagai jalan

pintas, warga menggunakan aktor in-

formal sebagai ‘makelar’ dalam mengu-

rus administrasi meskipun harus mem-

bayar ongkos tambahan (Berenschot,

Hanani, & Sambodho, 2018).

Daftar ilustrasi bisa diperluas. Sebagai

warga negara, kita seharusnya tak terje-

bak oleh pendekatan pembacaan yang

bias elite politik. Sebaliknya, penting ba-

gi kita untuk melihat pilpres dan pemilu

dengan perspektif warga yang setiap

hari berjuang menghadapi berbagai ke-

sulitan kehidupan, termasuk yang dise-

babkan oleh kebijakan publik. Meng-

ambil kembali kendali atas cara kita

membaca adalah langkah awal dalam

mengembalikan pilpres dan pemilu 2024

sebagai agendanya warga negara.  ❑-d

*) Laila Kholid Alfirdaus, SIP MPP

PhD, Ketua Prodi Doktor Ilmu Sosial,

Universitas Diponegoro)

Laila Kholid Alfirdaus
Aroma Politik Penegakan Hukum
AROMApolitisasi dalam pene-

gakan hukum sulit dihindarkan

ketika penyidik Komisi Pembe-

rantasan Korupsi (KPK) meme-

riksa Muhaimin Iskandar (Cak

Imin) yang kini menjadi bakal

calon wakil presiden mendam-

pingi bakal calon presiden Anies

Baswedan. Cak Imin diperiksa

penyidik KPK dalam kapasitas

sebagai saksi kasus dugaan ko-

rupsi pengadaan sistem proteksi

tenaga kerja Indonesia di

Kemenaker RI.

Cak Imin diperiksa sehubung-

an jabatannya saat itu sebagai

Menaker yang sekaligus selaku

pengguna anggaran yang

menyetujui adanya proyek peng-

adaan sistem proteksi TKI di

Kemenaker. Sejauh ini yang ber-

sangkutan baru diperiksa seputar

pengetahuannya tentang awal

mula kebijakan pengadaan sis-

tem proteksi TKI. 

Cak Imin sendiri telah menya-

takan siap membantu KPK

mengungkap kasus tersebut.

Namun, sampai saat ini sejauh

mana keterlibatan Cak Imin

belum jelas. Yang menarik tentu

mengapa pemeriksaan terhadap

Cak Imin dilakukan KPK saat ini,

padahal kasusnya mencuat sejak

tahun 2012, yang artinya sudah

lewat sepuluh tahun lalu ? Inilah

yang kemudian menimbulkan

spekulasi di masyarakat, terma-

suk para politisi dan pengamat

hukum.

Secara aturan memang tidak

ada ketentuan batas waktu ka-

pan pemeriksaan terhadap peja-

bat negara atau mantan pejabat

negara harus dilakukan. Sepan-

jang kasusnya belum kedalu-

warsa, maka pemeriksaan itu

bisa dilakukan. Namun kali ini

momentumnya bertepatan de-

ngan semaraknya pengajuan

kandidat cawapres, sehingga

memunculkan berbagai per-

tanyaan publik, yakni adakah mo-

tif politik di balik pemeriksaan Cak

Imin.

Menkopolhukam Moh Mahfud

MD meyakini tidak ada motif poli-

tik di balik pemeriksaan Caki

Imin, melainkan murni pene-

gakan hukum. Tentu yang paling

tahu adalah KPK selaku lembaga

yang diberi otoritas untuk

memeriksa seseorang guna

mengungkap kasus korupsi.

Dalam kaitan itu, selayaknya

Ketua KPK Firli Bahuri menje-

laskan kepada publik menyang-

kut pemeriksaan terhadap Cak

Imin. Artinya, tidak cukup penje-

lasan itu hanya melalui Kabag

Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Kita bisa memprediksi jawaban

yang bakal disampaikan bersifat

normatif bahwa semua itu demi

penegakan hukum. Terlebih, saat

ini KPK telah menetapkan tiga

tersangka kasus pengadaan sis-

tem proteksi tenaga kerja Indone-

sia. Persoalannya, apakah pen-

gungkapan itu membutuhkan

waktu hingga sepuluh tahun

lebih, sementara orang-orang

yang diperiksa masih berada di

Indonesia ? Kita mendorong KPK

memberi penjelasan secara

transparan, termasuk kesulitan

yang dihadapi selama ini sehing-

ga membutuhkan waktu yang

cukup lama.

Tentu kasusnya akan berbeda

dengan Harun Masiku yang hing-

ga sekarang belum jelas keber-

adaannya, sehingga kasusnya

terkatung-katung. Dari situlah kita

ingin melihat profesionalitas KPK

dalam mengungkap kasus, de-

ngan tetap menegakkan prinsip

equality before the law, atau per-

samaan orang di muka hukum,

bukan diskriminatif atau tebang pil-

ih. Di tahun politik ini KPK benar-

benar sedang diuji indepen-

densinya, apakah bisa on the

track dalam mengungkap kasus,

atau sebaliknya tak berdaya ketika

diintervensi kekuatan politik. ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rak-
yat. Selanjutnya redaksi hanya menerima
tulisan lewat email : opinikr@gmail.com de-
ngan panjang tulisan antara 535  - 575 ka-
ta, dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa menampilkan
fotocopy identitas. Terimakasih. 
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Seminar Gratis untuk (Calon) UMKM
KAMI ingin mengundang ba-

pak/ibu hadir dalam seminar

ÔMembangun Bisnis Baru dan

Bagaimana Mengembangkan

Usaha yang Sudah Jalan di kala-

ngan UMKM di wilayah Yog-

yakartaÕ. Seminar gratis untuk

umum ini diselenggarakan Se-

lasa 12 September 2023 pukul

14.00 - 17.00. Kegiatan diseleng-

garakan di Artech Space Co-

working Jl Sagan Kidul N0 14.

Seminar ini merupakan

bagian dari roadshow di pelba-

gai kota di Indonesia yang dise-

lenggarakan Ciputra Enter-

preneurs Club. Kegiatan meru-

pakan program berjalan dari

Ciputra Group untuk pengem-

bangan UMKM serta jaringan

bisnis di kalangan UMKM. 

Untuk mendaftar dapat

berpartisipasi melalui Ronaldo

C, 085711214149. Terimakasih,

kami tunggu partisipasinya. ❑-d

*) Ronaldo C, Associate di

Ciputra Enterpreneurs Club

Yogya,

KINI terdapat ironi di masya-

rakat. Di satu sisi  terjadi

penggempuran terhadap

warisan budaya bahkan yang

telah ditetapkan sebagai cagar

budaya nasional. Entah karena

alih fungsi kepemilikan ataupun

desakan ekonomis. Seringkali

terdengar kabar kemudian pe-

merintah ÔkecolonganÕ karena

cagar budaya itu tiba-tiba telah

hancur atau hilang.  

Di sisi lain, melihat ada ma-

syarakat yang merasa asetnya

dinilai sebagai cagar budayar.

Entah apa maksudnya, rumah

kediaman atau peninggalan lain

ingin dianggap sebagai ben-

da/cagar budaya.  Tragisnya

kemudian ada yang membum-

bui dengan Ôpelbagai kisah ber-

sejarahÕ.  Dua hal yang kontra-

diktif ini tetap menarik dan perlu

diamati bahkan diteliti. ❑-d

*) Candra, Jl Sriwijaya Kota

Magelang

ÔKesadaranÕ Ber-cagar Budaya di Masyarakat


